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KATA PENGANTAR 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategi Tahun Anggaran 2020. 

Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Tahun 

2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintahan No. 

8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Perangkat Daerah dapat selesai dikerjakan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan    Tata    Cara    review    atas    Laporan    Kinerja    Instansi    Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Rencana Stategis (RENSTRA) Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Tahun 

2016-2021. 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang 

berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Semarang dan wujud transparasi serta pertanggungjawaban kepada 

masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap 

unit organisasi dilingkungan Instansi Pemerintahan. Kinerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang diukur atas dasar penilaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian 

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Tahun 

2020. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target 

karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh 

komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap aparatur negara, masyarakat dan 

dunia usaha sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 
Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel kinerja perangkat daerah 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih produktif, efektif, efisien dan 

profesional maka dokumen pelaporan ini diharapkan mampu menjadi alat ukur capaian 

kinerja dalam upaya mewujudkan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Semarang melalui yang mengacu pada pencapaian progress 

target kinerja, berikut merupakan hasil capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

Tabel capaian realisasi target indikator kinerja 

 

No Tujuan 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 

Realisasi 
Keuangan 

Keterangan 

 
 
 

1 

Menciptakan 
iklim yang 
kondusif bagi 
pelaksanaan 
pembangunan 
dan investasi 

Meningkatnya 
pelayanan 
perizinan yang 
tertib, tepat 
waktu, 
transparan,  dan 
akuntabel 

 
Prosentase 
Peningkatan 
Nilai investasi 
Daerah 

 
 
 

12.827,27 

 
 
 

99,88 

 
 
 

Baik 

   Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
pada SKPD 
Perijinan 

 
 

90,02 

 
 

99,10 

 
 

Baik 

   Persentase 
peningkatan 
jumlah 
pengajuan ijin 
unit usaha 
masyarakat 

 

 
0,00 

 

 
99,27 

 

 
Kurang 

  
Tersedianya 
regulasi dan 
promosi yang 
mendukung 
investasi 

Persentase 
Peningkatan 
nilai 
penanaman 
modal 
daerah 

 

 
320,24 

 

 
99,54 

 

 
Baik 

 

 
2 

Memanfaatkan 
sumber daya 
alam secara 
optimal dan 
berkelanjutan 

Terkendalinya 
pemanfaatan 
lahan untuk 
pembangunan 
ekonomi  dan 
investasi daerah 

Persentase 
tingkat 
kesesuaian 
Lahan 
Investasi 
terhadap 

 

 
0,00 

 

 
98,15 

 

 
Kurang 
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  yang sesuai 
dengan RTRW 
dan RDTR 

Dokumen 
RTRW 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah 

 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah, dalam melaksanakan tugasnya yang berdasar Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan 

Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 104, 

Telepon (024) 6921908 Ungaran Barat 50517. Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan     Terpadu     Satu     Pintu     mempunyai      tugas      membantu   

Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi : 

 
a. Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

Penanaman Modal. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas. 
 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
Daftar Jabatan Dan Eselon 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 

NAMA JABATAN PANGKAT JUMLAH 

Kepala Dinas IV c 1 
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Sekretaris IV b 1 

Kepala Bidang IV a 1 

Kepala Bidang III d 2 

Kepala Subbagian IV a 2 

Kepala Seksi IV a 7 

Jumlah  14 

 
 
 
 

Dengan Susunan Organisasi adalah sebagai berikut : 
 

a. Kepala Dinas. 
 

b. Sekretariat membawahi : 
 

1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan. 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 
c. Bidang Penanaman Modal membawahi : 

 
1. Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data. 
2. Seksi Promosi dan Pengembangan. 
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. 

 
d. Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dan Tertentu membawahi : 

 
1. Seksi Pelayanan Perizinan Dasar. 
2. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu. 

 
e. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha Penanaman Modal dan Perizinan membawahi 

: 
 

1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha. 
2. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dan Non Perizinan. 

 
f. Fungsional Pranata Keuangan 
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B. Ketersediaan Sumber daya Manusia 

 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, perangkat daerah ini didukung 

oleh sumber daya manusia sebanyak 35 personil, yang terdiri dari27.personil PNS, 

dan 27 personil Non Personil. 

 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan 

 
 

Klasifikasi Jumlah 

Komposisi Menurut Golongan  

• Golongan IV 
4 orang 

• Golongan III 
20 orang 

• Golongan II 
3 orang 

• Golongan I 
- 

• Non PNS 
14 orang 

 
Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan 

 

• Sarjana S2 
7 orang 

• Sarjana S1 
11 orang 

• Sarjana Muda / D3 
6 orang 

• SLTA 
3 orang 

• SMP 
- 

• SD 
- 

Komposisi Menurut Umur  

• 20 – 30 tahun 
3 orang 
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Klasifikasi Jumlah 

• 31 – 40 tahun 
7 orang 

• 41 – 50 tahun 
9 orang 

• 51 – 56 tahun 
8 orang 

Jumlah 29 orang 
 

C. Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja 

 
Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut : 

 

Uraian Jumlah Nilai (Rp) Kondisi 

Tanah 2 (2005,2014) 356.500.000,- Baik 

Gedung 2 (jenis) 2.782.191.200,- Baik 

Peralatan / Mesin - 2.727.841.078,- Baik 

Jalan irigaasi, jaringan - 47.070.000,- Baik 

Aset dan lainnya - 201.328.381,- Baik 

Jumlah  5.752.276.398,-  

Penyusutan  1.342.399.247,-  
 

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas dalam kondisi baik. 

 
 
 

1. Ketersediaan Sumber Daya keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi perangkat daerah pada tahun berkenaan 

 
Dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, perangkat daerah ini didukung anggaran 

dengan rincian sebagai berikut : 

 

Jenis Pembiayaan Anggaran 

Belanja Tidak Langsung 3.876.270.000,- 

Belanja Langsung : 1.712.340.000,- 

Belanja Pegawai 31.614.000,- 

Belanja Barang dan Jasa 11.692.028.000,- 

Belanja Modal 37.397.000,- 

Jumlah 5.588.610.000,- 
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2. Permasalahan Utama 

 
Berdasarkan situasi, kondisi dan permasalahan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselaraskan dengan prioritas peningkatan 

pelayanan PTSP dan penanaman modal, maka dirumuskan beberapa isu strategis 

yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu: 

 
1. Iklim investasi yang berdaya saing global belum tercipta sepenuhnya di Kabupaten 

Semarang; 

2. Sarana dan prasarana promosi di Kabupaten Semarang belum mampu 

menunjang strategi pemasaran potensi peluang investasi yang efektif masih 

terbatas sehingga berpengaruh pada minat investor potensial untuk menanamkan 

modalnya di Kabupaten Semarang; 

3. Banyak investor yang masih menunda berinvestasi karena terkendala pada 

persyaratan rekomendasi teknis; 

4. Masih kurangnya inisiatif dan efektifny koordinasi dan kemitraan forum 

penanaman modal dan temu bisnis antar aparatur pelaksanaan penanaman 

modal; 

5. Pengadaan lahan dipengaruhi dengan; 

 
• Belum ada kawasan (c yang terealisasi); 

• Kemiringan lahan pada ruang yang diperuntukkan sesuai RTRW; 

• Kebutuhan ruang belum terakomodir dalam RTRW; 

• Rencana peruntukan RTRW tidak sesuai dengan peruntukan sesuai 

kepemilikan lahan yang diterbitkan BPN; 

• Harga tanah masih tinggi sehingga berpengaruh pada investor yang mecari 

lahan di luar Kabupaten Semarang; 

 
6. Beberapa investor yang sdah membeli tanah diluar zona industri atau tidak sesuai 

denga tata ruang (RTRW); 

7. Sering bergantinya/regulasi peraturan di pusat dan adanya ketidakpastian hukum 

seperti : 
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• Izin Gangguan dan Izin Lingkungan; 

• Persetujuan lingkungan yang tidak jelas; 

• Amdal alin 

• SIP dan TDP 

• Rekomendasi PD teknis 

• Perda pasar modern 

 
F. Maksud dan Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Semarang 

berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai 

bentuk implementasi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya atas penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan dokumen 

perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk 

memberikan informasi penyelenggaraan perizinan selama kurun waktu satu tahun. 

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk : 

 
➢ Merumuskan kebijakan perizinan guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan 

yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang; 

➢ Mengevaluasi sejauhmana peningkatan kinerja dari penyelenggaraan pelayanan 

perizinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2020; 

➢ Mengevaluasi kekurangan dan kelemahan dari penyelenggaraan pelayanan 

perizinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2020; 

➢ Mengetahui hambatan dan kendala dari penyelenggaraan pelayanan perizinan di 

Kabupaten Semarang pada tahun 2020 

 
G. Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja 

 
Pada bagian ini disampaikan dasar dasar hukum yang mendasari pentingnya 

penyampaian laporan kinerja perangkat daerah sebagai upaya pelaksanaan 

akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah selama masa kerja tahun 
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berkenaan : 

 
1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, 

dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap 

MPR. 

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

Nomor 53 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 
H. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja 

 
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Menyajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic 

issued) yang sedang dihadapi. 

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berjalan dengan sasaran 

strategis yang ingin diraih pada tahun sebelumnya, kaitan sasaran 

tersebut dengan visi – misi dalam Renstra 

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap 

sasaran strategis, serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan. 

Bab IV  : Penutup 

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja. 

Lampiran – lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. Visi dan Misi Perangkat Daerah 

Visi 

Peneguhan Kabupaten Semarang Yang Maju, Mandiri, Tertib, Dan Sejahtera 

(MATRA II) 

Dengan adanya tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan yang prima serta 

sesuai dengan tugas Pemerintah dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang baik 

atau Good Governance, maka telah ditetapkan Visi Dinas Penanaan Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yaitu : " Prima Dalam 

Pelayanan, Ramah, Mudah dan Cepat ". 

 
Dengan adanya pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang baik, yang 

selanjutnya akan terwujud kepuasan bagi setiap warga dan penduduk termasuk 

kalangan pengusaha, maka lebih lanjut hal ini akan sangat mendukung terwujudnya 

Kabupaten Semarang. 

 
Misi 

 
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan 

2. Menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perizinan sesuai ketentua yang 

berlaku 

3. Menumbuhkan keinginan investor/penanaman modal baik PMA/PMDNuntuk 

melakukan Penanaman Modal 

4. Mewujudkan profesionalitas pelayanan perizinan 

5. Meningkatkan sinergitas antar dinas/instansi dalam memberikan pelayanan 

perizinan kepada public 

 
Kebijakan : 

 
1. Penyederhanaan proses pelayanan perizinan 

2. Transparasi pelayanan publik 

3. Peningkatan pelayanan publik 
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4. Peningkatan promosi potensi daerah 

5. Peningkatan pelayanan perizinan dengan dengan elektronik perizinan, perizinan 

online dan sms gateway 

6. Revisi SOP 

7. Simplikasi regulasi untuk mendukung investasi 

8. Regulasi Investasi 

9. Pembebasan retribusi perizinan IMB dan Izin Gangguan untuk skala tertentu 

10. Mewajibkan toko modern berperan dalam penjualan produk hasil UMKM 

11. Pemanfaatan produk lokal dengan mewajibkan perusahaan restoran, hotel, 

kantor-kantor dengan menggunakan produk UMKM lokal 

 

 
B. Perencanaan Kinerja 

 
Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja 

 
 

No Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Keterangan Target 

1 Menciptakan 

iklim yang 

kondusif bagi 

pelaksanaan 

pembangunan 

dan investasi 

Meningkatnya 

pelayanan 

perizinan yang 

tertib, tepat 

waktu, 

transparan, dan 

akuntabel 

Prosentase 

Peningkatan 

Nilai investasi 

Daerah 

Indikator ini untuk 

mengukur 

peningkatan 

kinerja pelayanan 

dan promosi 

terhadap nilai jual 

potensi daerah 

9,6 

   Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

pada SKPD 

Perijinan 

Indikator ini untuk 

mengukur tingkat 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

perijinan 

91,00 

   Persentase 

peningkatan 

Indikator ini untuk 

mengukur 

1,04 
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   jumlah 

pengajuan ijin 

unit usaha 

masyarakat 

peningkatan iklim 

usaha di wilayah 

kabupaten 

semarang 

 

  Tersedianya 

regulasi dan 

promosi yang 

mendukung 

investasi 

Persentase 

Peningkatan 

nilai 

penanaman 

modal 

daerah 

Indikator ini untuk 

mengukur 

peningkatan 

kinerja pelayanan 

dan promosi 

terhadap nilai jual 

potensi daerah 

9,6 

2 Memanfaatkan 

sumber daya 

alam secara 

optimal dan 

berkelanjutan 

Terkendalinya 

pemanfaatan 

lahan untuk 

pembangunan 

ekonomi dan 

investasi daerah 

yang sesuai 

dengan RTRW 

dan RDTR 

Persentase 

tingkat 

kesesuaian 

Lahan 

Investasi 

terhadap 

Dokumen 

RTRW 

Indikator ini untuk 

mengukur tingkat 

profesionalisme 

aparatur bidang 

perijinan 

65 

 
 
 

C. Perjanjian Kinerja 

 

Tabel 2.3. Tabel Perjanjian Kinerja 
 
 

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Prosentase Peningkatan Nilai 

investasi Daerah 

Program Peningkatan Promosi 

dan Kerjasama Investasi 
Rp. 70.431.000,00 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

pada SKPD Perijinan 

Program Peningkatan Promosi 

dan Kerjasama Investasi 
Rp. 162.277.000,00 
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Persentase peningkatan jumlah 

pengajuan ijin unit usaha 

masyarakat 

Program Peningkatan Iklim 

Investasi dan Realisasi Investasi 

 
Rp. 201.401.000,00 

Persentase tingkat kesesuaian 

Lahan Investasi terhadap 

Dokumen RTRW 

Program Penyiapan Potensi 

Sumber Daya, Sarana dan 

Prasarana Daerah 

 
Rp. 96.499.000,00 

Persentase Peningkatan nilai 

penanaman modal daerah 

Program Peningkatan Promosi 

dan Kerjasama Investasi 
Rp. 196.922.000,00 

 
 

 

Keterangan: Angka 0 (nol) pada Program merupakan Program yang mendukung lebih 

dari satu indikator 

 
A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 

1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan 

investasi 

 
a. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan, 

dan akuntabel 

Salah satu tujuan Kabupaten Semarang dalam mewujudkan visi misi Bupati 

Semarang yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan dan 

investasi, Bidang Penanaman Moal memiliki peran peting dalam mendukung 

haltersebut. Disasaran meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat 

waktu, transparan dan akuntabel ada beberapa indikator yang dilaksanakan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu dalam 

mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Indikator tersebuat adalah Prosentase 

Peningkatan Nilai Invesasi Daerah. 

 
 
 

Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2019 

% 
Target 
2021 

Prosentase 
Peningkatan Nilai 
investasi Daerah 

 
10,93 

 
1.401,66 

 
108,93 

 
12.827,27 

 
10,45 
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Tahun 2020 pencapaian nilai investasi sebesar Rp. 4.361.874.167.186,00 dari target 

yang direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000.000,00 atau sebesar 291 %. Sedang di 

Tahun 2019 capaian sebesar Rp. 3.332.956.830.909,00 dari target Rp. 

1.182.152.010.00000 atau 281,94 %, Kenaikan tahun 2020 sebesar  Rp. 

1.028.917.336.277 atau sebesar 1,31 % dari tahun 2019. 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut. 

 
Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

 

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Prosentase Peningkatan Nilai investasi 
Daerah 

Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

 
Rp. 70.346.532,00 

 

 
Hambatan/Masalah: 

Pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu ini tidak menutup kemungkinan masih ada hambatan yang dialami dalam proses 

pencapaian target. Hambatan tersebut adalah : 

 
• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus legalisasi perizinan 

• Penegasan Perda yang terkait perizinan belum maksimal 

 
Solusi/kebijakan yang diambil: Dalam Penyelesaian hambatan yang ada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu   Satu   Pintu   tetap   berupaya   mencari   

solusi/mengambil   kebijakan   agar hambatan tersebut pelaksanaan pelayanan 

perizinan untuk mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Semarang dapat 

terus meningkat. kebijakan tersebuat diantaranya adalah : 

 
• Penigkatan pelayanan dengan cara meningkatkan kesadaranan pelaku usaha 

melaporkan kemajuan Penanaman Modalnya secara online (LKPM per periode 

(triwulan). 

• Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan 

• Meningkatkan frekuensi koordinasi dengan dinas terkait agar bisa mempermudah 

pelaku usaha untuk berinvestasi dan melaporkan perkembangan 

penanamanmodalnya 

• Penyederhanaan regulasi perizinan 
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Indikator selanjutnya dalam mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Semarang 

adalah Indek Kepuasan Masyarakat pada SKPD Perijinan. Dalam hal ini Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melasanakan Survey kepada 

masyarakat utamanya pelaku usaha baik yang mengurus perizinan maupun yang 

sudah memiliki izin tetapi masih dalam pantauan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Semarang. 

 
Data pendukung capaian indikator 

 
 

Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2019 

% 
Target 
2021 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
pada SKPD Perijinan 

91,00 91,00 90,00 0,99 92,00 

 

Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perijinan pada tahun 2020 

meningkat/menurun mencapai score 91,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan 

capaian Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perijinan tahun 2019 yang 

mencapaiscore 90,00. Peningkatan tersebut sebesar 0,99 % dari tahun 2019 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut. 

 
Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

 
Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
pada SKPD Perijinan 

Program Peningkatan Promosi 
dan Kerjasama Investasi 

Rp. 160.821.804,00 

 

 
Hambatan/Masalah: 

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dalam indikator ini adalah 

 
• Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalampenyelenggaraan 

pelayanan perijinan 

• Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang syarat ketentuan terkait perizinan 

• Kurang pahamnya pelaku usaha akan jaringan internet, jadi informasi yang ada di 

website tidak terupdate oleh para pelaku usaha. 

 
Solusi/kebijakan yang diambil: 

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Semaran Mandiri, Tertib dan Sejahtera 

khususnya dala Bidang Penanaman Modal, pelayanan Dinas Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan berupaya meningkatkan pelayanan dalam 

menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) semaksimal mungkin agar para 

pelaku usaha selalu melaporkan kegiatan dan perkembangan penanaman modalnya 

dan sistem lain yang terkait dengan pelayanan perizinan sehingga dapat terlihat sejauh 

mana para pelaku usaha berupaya membantu dalam perkembangan dan kinerja Dinas 

penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Semarang.Memberikan pelayanan sebaik mungin agar masyarakat/pelaku usaha 

memahami tentang perizinan. 

 

Indikator yang ketiga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten dalam mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Semarang adalah 

Persentase     Peningkatan      Jumlah      Ijin      Unit      Usaha      Masyarakat.    

Data pendukung capaian indikator 

 

Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2019 

% 
Target 
2021 

Persentase peningkatan jumlah 
pengajuan ijin unit usaha 
masyarakat 

 
1,04 

 
515,98 

 
133,04 

 
25,78 

 
11,83 

 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut. 

 
Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

 

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Persentase peningkatan jumlah 
pengajuan ijin unit usaha 
masyarakat 

Program Peningkatan Iklim 
Investasi dan Realisasi 
Investasi 

 
Rp. 201.401.000,00 

 

 
Hambatan/Masalah: 

Dalam pelaksanaan capaia indikator ini ada beberapa hambatan, dinatara hambaran 

tersebuat adalah : 

 
• Kurang maksimalnya pelayanan perizinan 

• Masih adanya kurang kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pengurusan izin 

• Masih kurang pahamnya media masyarakat/pelaku usaha dalam informasi 

pelayanan perizinan 

• Masih berubah - ubah regulasi yang ada 
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Solusi/kebijakan yang diambil: Dalam mengatasi hambatan yang ada, Dinas 

Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencoba mencari solusi agar 

pelayanan lebih mudah, cepat dan transparan. Solusi yang diambil adalah : 

 
• Memberikan informasi kemedia baik di tempel diapan informasi maupun melalui 

media online 

• Memberikan pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat/pelaku usaha merasa 

nyaman dan berbelit 

 
Data pendukung capaian indikator Berikut adalah data perizinan yang ada di Dinas 

Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten berdasarkan 

Keputusan Bupati Semarang Nomor : 130/0440/2017 tentang Pendelegasian 

Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada DPMPTSP Kabupaten Semarang 

untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta 

Penandatanganan Reklame terkait dengan Pengelolaan Rekale beserta realisasinya: 

 

No Uraian 
Realisasi 
Th. 2019 

Target Th. 
2020 

Realisasi 
Th. 2020 

 Perizinan Dasar    

 Izin Mendirikan Bangunan 721  723 

 Izin Gangguan -  - 

 IPPT 93  103 

 Izin Lokasi 178  465 

     

 Perizinan Tertentu    

 Izin TPU -  - 

 Izin Pelayanan Pemakaman dan 
pengabuan Mayat 

175 
 

153 

 IPLC 7  9 

 Izin Pendirian RS (Tipe C dan D) -  3 

 Izin Klinik 13  15 

 Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan 
Medika Dasar 

7 
 

- 

 Izin Klinik Kecantikan Estetika -  - 

 Izin Klinik Bersalin -  - 

 Izin Operasional TPBU 1  - 

 Pepanjangan IMTA 53  64 

 Optik 6  1 
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 Apotik 14  18 

 Izin Operasional RS Kelas C dan D -  3 

 Izin Pengelolaan Limbah Cair 14  19 

  -   

 Perizinan Usaha -   

 Izin Usaha Industri 5  1 

 Surat Izin Usaha Perdagangan 52  8 

 Izin Peternakan dan TDUP 10  5 

 Izin Usaha Penggilingan Padi, Huler 
dan Penyusuhan Beras 

- 
 

- 

 IUJK 66  78 

 Izin Reklame 54  43 

 Izin Usaha Penangkapan Penangkapan 
Ikan di Rawa Pening 

- 
 

- 

 Izin Usaha Perdagangan MKB -  - 

 Izin Usaha Tempat Parkir 2  1 

 IUP2T -  - 

 IUTS-IUTM 5  8 

 IUPP -  - 

 Izin Pengelolaan Sampah RT dan 
Sampah Sejenis RT 

- 
 

- 

 Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri 
Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas 
Produksi s/d 2000 M3/Th 

 
- 

  
- 

 Izin Pemondokan/Kost 5  3 

 Izin Prinsip PM -  - 

 Izin Prinsip Perluasan PM -  - 

 Izin Prinsip Perubahan PM -  - 

 Izin Usaha PM -  - 

 Izin Usaha Perluasan PM -  - 

 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 
PM 

- 
 

- 

 Izin Usaha Perubahan PM -  - 

 IUMK -  10.154 

 Laik Sehat -  143 

     

 Perizinan PM dan Non Usaha    

 TDP 1.306  10.385 

 TDG 1  6 

 TDI -  - 

 Tanda Daftar Waralaba -  1 

 TDUP 39  24 

 Izin Usaha Akomodasi -  - 
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 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan -  - 

 Izin Usaha RM -  - 

 Izin Usaha Obyek dan Daya 
Tarik Wisata 

- 
 

- 

 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 
PM (Marger) 

- 
 

- 

 Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional 
(BATRA) 

- 
 

1 

 STDW -  5 

 Surat Keterangan Penelitian -  5 

 Izin Satuan Pendidikan Non Formal 
PAUD 

- 
 

1 

 Jumlah 2.827 2.147 22.471 
 

a. Tersedianya    regulasi     dan     promosi     yang     mendukung     investasi  

Dari Tujuan Kabupaten Semarang untkuk mendukung Visi Misi Bupati Semarang yang 

menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi 

sasaran yang kedua dibidang Penanaman Modal adalah tersedianya regulasi dan 

promosi yang mendukung investasi. Dari sasaran ini indikatornya adalah Persenntase 

Peningkatan Nilai Penanaman Modal Daerah. 

 

Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2019 

% 
Target 
2021 

Persentase Peningkatan nilai 
penanaman modal daerah 

9,64 30,87 82,87 320,24 9,64 

 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut. 

 
Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

 
Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Persentase Peningkatan 
nilai penanaman modal 
daerah 

Program Peningkatan Promosi dan 
Kerjasama Investasi 

Rp. 
196.922.000,00 

 

 
Hambatan/Masalah: 

Realisasi nilai investasi (PMDN/PMA) di Kabupaten Semarang tahun 2019 capaian 

sebesar Rp. 3.332.956.830.909,00 dari target Rp. 1.182.152.010.00000 atau 281,94 %. 

Tahun 2020 pencapaian nilai investasi ini cukup besar yaitu Rp. 4.361.874.167.186,00 

dari target yang direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000.000,00 atau sebesar 291 

%. Kenaikan ini diantaraya dikarenakan adanya kesadaranan pelaku usaha melaporkan 

kemajuan  Penanaman Modalnya  secara  online (LKPM  per  periode (triwulan). Untuk 
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kenaikan nilai investasi tahu 2019 mencapai 82,87 % dari target 9,6 % dan capaian 

tahun 2020 sebesar 130,87 % dari target 9,6 %. Walaupun demikian dalam 

pencapaian indikator ini masih ada hambatan yang dihadapi. Diantara 

permaslahan/hambatan yang dihadapi oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang dalam indikator ini adalah : 

 
• Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikan produk-produk impor 

• Pengaruh tingkat suku bangsa 

• Lemahnya jaringan usaha dan Kemampuan penetrasi pasar 

 
Solusi/kebijakan yang diambil: 

Dalam penyelesaian maslah yang ada, Dinas Penanaman Modal mencoba menggali 

informasi dan mencoba bagaimana para pelaku usaha/investor dapat menanamlan 

modalnya dikabupaten Semarang. 

Solusi/kebijakan yang diambil adalah: 

 
• Meberikankan informasi dan kepada para investor peluang agar mau 

menanamkan informasi yang ada di Kabupaten Semarang 

• Mempermudah perizinan yag ada 

• Menyediakan sarana dan prasarana dibidang perizinan 

 

 
Data pendukung capaian indikator 

 
REALISASI INVESTASI BERDASARKAN SEKTOR USAHA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SEMARANG 
TAHUN 2020 

 
URAIAN JUMLAH 

Jumlah Penanaman Modal Asing 2.528.489.128.015 

Jumlah Unit Usaha 2.528.489.128.015 

Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer 8.893.939.400 

Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation  

Peternakan/Livestock 8.893.939.400 

Kehutanan/Forestry  

Perikanan/Fishery  

Pertambangan/Mining  

  

Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder 2.481.357.545.236 

Industri Makanan/Food Industry 1.013.813.881.941 
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Industri Tekstil/Textile Industry 1.012.833.795.100 

Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear 
Industry 

110.384.620.803 

Industri Kayu/Wood Industry 40.483.291.126 

Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry 300.814.787.943 

Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry  

Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry 695.118.187 

Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic 
Industry 

 

Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & 
Optical Instru, Watches & Clock Industry 

 

Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles 
& Other Transport Equip. Industry 

 

Industri Lainnya/Other Industry 2.332.050.136 

  

Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier 38.237.643.379 

Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply  

Konstruksi/Construction  

Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair 12.284.475.000 

Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant 204.659.311 

Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & 
Communication 

 

Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate 
& Office Area 

25.748.509.068 

Jasa Lainnya/Other Services  

  

Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri 1.830.760.039.171 

Jumlah Unit Usaha 1.830.760.039.171 

Jumlah Unit Usaha Sektor Primer 1.134.803.590.666 

Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation 5.420.900.000 

Peternakan/Livestock 1.125.710.990.666 

Kehutanan/Forestry 599.000.000 

Perikanan/Fishery 2.859.700.000 

Pertambangan/Mining 213.000.000 

  

Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder 495.961.155.636 

Industri Makanan/Food Industry 63.737.979.934 

Industri Tekstil/Textile Industry 142.869.494.145 

Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear 
Industry 

303.000.000 

Industri Kayu/Wood Industry 40.342.579.942 

Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry 135.289.596.521 

Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry 24.579.276.703 
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Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry 49.850.277.308 

Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry 443.000.000 

Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic 
Industry 

1.255.200.000 

Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & 
Optical Instru, Watches & Clock Industry 

267.000.000 

Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles 
& Other Transport Equip. Industry 

38.500.000 

Industri Lainnya/Other Industry 39.985.251.283 

  

Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier 199.995.292.869 

Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply 6.935.110.923 

Konstruksi/Construction 822.000.000 

Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair 84.620.033.292 

Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant 34.627.668.185 

Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & 
Communication 

4.835.744.770 

Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate 
& 

391.000.000 

Jasa Lainnya/Other Services 67.763.735.699 

  

Jumlah 4.359.249.167.186 
 

3.  Memanfaatkan   sumber   daya   alam   secara   optimal   dan   berkelanjutan    

Tujuan Kabupaten Semarang dalam mewujudkan visi misi Bupati Semarang yang kedua 

bidang Penanaman Modal adalah Memanfaatkan Sumbe Daya Alam Secara Optimal dan 

Berkelanjutan. Tujuan ini memiliki beberapa sasaran. Diantara sasaran tersebuat yang ada 

di bidang Penanaman Modal adalah Terkendalinya Pemanfaatan Lahan untuk 

Pemabanguna  Ekonomi  dan  Investasi  Daerah  dengan  RTRW   dan   RDTR.  

Indikator Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan 

investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR  

 Kebijakan pengembangan meliputi pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan 

untuk mencapai perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, 

meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan 

global yang berprinsip partispasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, 

penelitian, dan edukasi. Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

satu Pintu memiliki indikator untuk mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Semarang 

agar tercapai. Indikator tersebuat adalah Persentase Tingkat Kesesuaian Lahan Investasi 

Terhadap Dokumen RTRD. 
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Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2019 

% 
Target 
2021 

Persentase tingkat kesesuaian 
Lahan Investasi terhadap 
Dokumen RTRW 

 
65 

 
465 

 
178 

 
261,36 

 
65 

 

 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut. 

 
Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

 
 

Indikator Kinerja 

Utama 

Program/Kegiatan Target 

Persentase tingkat 

kesesuaian Lahan 

Investasi terhadap 

Dokumen RTRW 

Program Penyiapan Potensi 

Sumber Daya, Sarana dan 

Prasarana Daerah 

Rp. 96.499.000,00 

 
 
 

Hambatan/Masalah: 

Ijin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Mpdal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Semarang pada tahun 2019 sebanyak 178 buah izin dari 

target 65 izin. Untuk tahun 2020 target yang direncanakan sebanyak 65 buah izin 

dengan realisasi sebanyak 465 buah izin. Hal ini ada peningkatan dibanding tahun 

sebelumnya dikarenakan minat investor di Kabupaten Semarang semakin 

meningkat. 

Dari ini kator ini ada beberapa masalah/hambatan yang dihadapi walaupun ada 

peningkatan. Diantara hambatan/permasalahan tersebut adalah adanya tumpang 

tindih regulasi. 

 
Solusi/kebijakan yang diambil: Dalam indikator Persentase tingkat kesesuaian 

Lahan Investasi terhadap Dokumen RTRW tidak jauh dengan permasalahan yang 

ada di dalam Persentase peningkatan nilai investasi, Hal ini saling ada keter 

kaitan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah akuisisi lahan yang sulit, pajak 

dan insentif non-fiskal lain yang tidak mendukung investasi. 
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Upaya yang diambil untuk mengatasi akuisisi lahan yang sulit, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate Semarang berencana 

mempermudah regulasi tetapi tetap menggunakan pearturan pusat agar Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) lebih fleksibel dan ramah investor. Hal yang sama 

telah dilakukan untuk Proyek Strategis yang selama ini telah berjalan . 

Selanjutnya melalui Kementerian mendorong inovasi investasi, yaitu terbukanya 

pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya. Upaya berikutnya dengan 

kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan, kebijakan kuasi-fiskal, yaitu kegiatan- 

kegiatan yang bersifat fiskal tetapi dilaksanakan di luar anggaran pemerintah, 

berupa peran Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Usaha, maupun 

lembaga pembiayaan, serta kebijakan nonfiskal seperti deregulasi dan simplifikasi 

prosedur. selain itu rekomendasi dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan 

sehingga dapat memperpendek waktu pelayanandan mempercepat pelayanan, 

penegasan Perda yang terkait perizinan. 

 
Data pendukung capaian indikator Capaian Jumlah Izin Lokasi Kabupaten 

Semarang 

 

Jenis Izin 
Target Th. 

2019 
Realisasi Th 

2019 
Target Th 

2020 
Realisasi Th. 

2020 

Izin Lokasi 65 178 65 465 

 

B. Capaian Kinerja Keuangan 

 
Tabel 3.2. Tabel Capaian Kinerja Anggaran 

 
No Tujuan Sasaran 

Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran 

Prosen 
tase 
(%) 

1 Menciptakan 
iklim yang 
kondusif bagi 
pelaksanaan 
pembangunan 
dan investasi 

Meningkatnya 
pelayanan 
perizinan yang 
tertib, tepat 
waktu, 
transparan, 
dan akuntabel 

Prosentase 
Peningkata 
n Nilai 
investasi 
Daerah 

70.431.000,00 70.346.532,00 99,89 

   Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
pada 
SKPD 

162.277.000,00 160.821.804,00 99,10 
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   Perijinan    

   Persentase 
peningkata 
n jumlah 
pengajuan 
ijin unit 
usaha 
masyarakat 

201.401.000,00 199.924.727,00 99,27 

  Tersedianya 
regulasi dan 
promosi yang 
mendukung 
investasi 

Persentase 
Peningkata 
n nilai 
penanama 
n modal 
daerah 

196.922.000,00 196.010.500,00 99,53 

2 Memanfaatka 
n sumber 
daya alam 
secara optimal 
dan 
berkelanjutan 

Terkendalinya 
pemanfaatan 
lahan untuk 
pembangunan 
ekonomi dan 
investasi 
daerah yang 
sesuai dengan 
RTRW dan 
RDTR 

Persentase 
tingkat 
kesesuaian 
Lahan 
Investasi 
terhadap 
Dokumen 
RTRW 

96.499.000,00 94.712.800,00 98,15 
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LAMPIRAN LKPJ 
 
 
 
 
 

Keterangan : Sertifikat ISO 9001:2015 

 
 
 

Keterangan : SERTIFIKAT CENTRAL JAVA POTENTIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






